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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Auditing

2.1.1 Pengertian Audit

Audit secara umum adalah proses perbandingan antara kondisi dengan kriteria. Kondisi adalah kenyataan atau keadaan yang sebenarnya melekat pada objek yang diperiksa, sedangkan kriteria adalah hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa. Untuk lebih memahami arti audit secara umum, dibawah ini dikemukan definisi audit dalam buku “Auditing” adalah sebagai berikut :

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

(Soekirno Agoes;1999,1)
Sedangkan definisi lain dalam buku “ Auditing Pendekatan Terpadu “ adalah sebagai berikut :

“Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independent untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan”.
(Arens dan Lobbecke;2000,1)
Untuk mempermudah pemahaman tentang definisi tersebut diatas dibawah ini diberikan penjelasan mengenai kata-kata kuncinya, yaitu :

1. Information and estiblished criteria

Maksudnya bahwa dalam melakukan audit diperlukan informasi dalam bentuk yang dapat diperiksa kebenarannya dari suatu standar ( kriteria ) dengan mana pemeriksa dapat mengevaluasi informasi.

2. Accumulating and evaluating evidence

Bukti adalah segala informasi yang digunakan oleh pemeriksa untuk menentukan apakah informasi yang sedang diperiksa tersebut memang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Competent, Independent

Artimya pemeriksa harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami kriteria yang digunakan dan cakap dalam mengumpulkan jenis dan jumlah bukti yang dibutuhkan agar dapat menarik kesimpulan yang tepat. Setelah bukti-bukti diperiksa pemeriksa harus mempunyai sikap netral yang independen.

4. Reporting

Adalah penyampaian temuan-temuan kepada para pemakai. Laporan memberitahukan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Dari kedua definisi diatas, dapat dilihat bahwa tujuan Audit adalah untuk menentukan apakah informasi yang dicatat telah mencerminkan secara wajar transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi yang diperiksa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dalam audit dikumpulkan bukti-bukti berupa informasi yang digunakan oleh pemeriksa untuk menentukan apakah informasi yang diperiksa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam hal ini, penting bagi pemeriksa untuk memperoleh bukti yang cukup dan berkualitas dalam menunjang audit. Dalam melakukan audit, ruang lingkup pertanggungjawaban pemeriksa harus dinyatakan secara jelas.

Auditor harus memiliki kemampuan dalam memahami kriteria yang digunakan beserta jenis dan jumlah bukti yang dikumpulkan agar pada akhir audit dapat ditarik kesimpulan yang tepat mengenai objek yang harus diperiksa. Selain itu pemeriksa juga harus merupakan seorang yang independen, yang bebas dalam melakukan penilaian tanpa dipengaruhi oleh objek yang diperiksa.

Proses audit akan menjadi tidak berarti jika hasil audit tidak dikomunikasikan pada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses pelaporan hasil audit juga memegang peranan penting karena melalui pelaporan ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan dapat diketahui sehingga dapat dicari penyebabnya dan jika perlu dilakukan tindakan koreksi.

Audit merupakan bagian dari pengawasan, dan yang diikuti oleh tindak lanjut merupakan bagian dari pengendalian. Oleh karena itu, audit juga merupakan bagian dari pengendalian yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengusahakan agar kondisi tidak menyimpang dari kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.2 Jenis-jenis Audit

 Menurut buku “Auditing“, jenis-jenis audit ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

1. General Audit ( pemeriksaan umum )

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP yang independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indoneia yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

2. Special Audit ( pemeriksaan khusus )

Suatu pemeriksaan terbatas ( sesuai dengan permintaan auditor ) yang dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Ditinjau dari jenis pemeriksaannya, audit dapat dibedakan atas :

1. Manajement Audit ( Operasional Audit )

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Compliance Audit ( pemeriksaan ketaatan )

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan ( manajemen, dewan komisaris ) maupun pihak ekstern ( pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Dirjen Pajak, dan lain-lain ). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian internal audit.

3. Internal Audit ( Pemeriksaan Intern )

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebjakn manajemen yang telah ditentukan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal, auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan ( audit findings ) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan struktur pengendalain intern beserta saran-saran perbaikannya.

4. Computer Audit 
Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP ( Electronic Data Processing ).

(Soekirno Agoes;1999, 5-7)

Sedangkan jenis-jenis audit dalam buku “Auditing is integrated approach” mengklasifikasikan pemeriksaan menjadi tiga, yaitu :

1. Financial Statement Audit ( Audit atas laporan keuangan ) 

Audit atas laporan keuangan adalah suatu Audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan untuk menentukan apakah laporan keuangansecara keseluruhan telah disajikan secara wajar sesuai kriteriayang telah ditetapkan. Hasil Audit tersebut berupa laporan keuangan, yang biasanya terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2. Operational Audit ( Audit Operasional )

Audit operasional adalah suatu Audit terhadap pelaksanaan prosedur  operasional dan metode suatu organisasi untuk menilai efektifitasnya.  Pada umumnya, setelah Audit operasional selesai dilakukan, auditor akan memberikan saran-saran dan rekomendasi kepada pimpinan atau manajemen perusahaan untuk memperbaiki operasi di perusahaan tersebut.

3. Compliance Audit ( Audit Ketaatan )

Audit ketaatan adalah suatu audit untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti peraturan, kontrak, maupun prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang, seperti pemerintah dan manajemen perusahaan. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan pada pihak tertentu dalam organisasi. Pada umumnya, laporan tersebut disampaikan pada pimpinan organisasi karena pimpinan organisasi adalah orang yang paling berkepentingan atas dipatuhinya prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

(Arens dan Lobbecke;2000,11)
2.2 Audit Operasional

2.2.1 Pengertian Audit Operasional

Audit operasional merupakan studi kasus atas operasi, manajerial atau perform administratif dari aspek-aspek yang dipilih pada kegiatan operasional. Audit operasional dapat dilakukan oleh pemeriksa intern, pemeriksa pemerintah atau akuntan independen. audit operasional dalam beberapa hal berbeda dari finansial audit, terutama pada arah yang ingin dicapai dari hasil temuan.

Menurut buku “Auditing“, definsi Audit Operasional adalah sebagai berikut :

“Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis”.
(Soekirno Agoes;1999,6)

Selain itu audit operasional juga bertujuan untuk menilai apakah cara-cara pengelolaan yang diterapkan dalam kegitan tersebut sudah berjalan baik, sehingga pelaksanaan audit operasional diharapkan dapat membantu manajemen dalam : 

· Meningkatkan efisiensi penggunaan Sumber Daya yang dimiliki

· Meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

· Mengurangi pemborosan ( segi ekonomis )

Adapun pengertian Audit Operasional dalam buku “Audit Operasional      ( suatu pengantar )” adalah sebagai berikut :

“Suatu proses yang sistematis untuk menilai efektivitas organisasi, efisiensi dan ekonomi. Operasi dibawah pengendalian manajemen dan melaporkan kepada orang yang tepat dan hasil dari penilaian bersama dengan merekomendasi berbagai tindakan untuk perbaikan”.






(Amin Widjaja Tunggal; 2001,6)
Dari defini terakhir ini ternyata berbeda dengan yang pertama karena dinyatakan bahwa pemeriksa harus menyertai rekomendasi dan menyarankan tindakan. Meskipun adanya perbedaan tetapi Audit Operasional dapat dijadikan alat manajemen yang bermanfaat.

Pada akhirnya audit operasional akan memberikan masukan atau saran perbaikan guna memastikan bahwa sumber daya perusahaan yang telah digunakan secara hemat, efisien dan efektif bagi pencapaian tujuan usaha.

2.2.2 Manfaat Audit Operasional

Beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya audit operasional dalam buku “Audit Operasional ( Suatu Pengantar )”, adalah sebagai berikut :

1.
Kemampulabaan yang meningkat. 

2.
Alokasi Sumber Daya yang lebih efisien.
3.
Identifikasi masalah pada tahap awal.
4.
Komunikasi yang lebih baik.
5.
Mengurangi pemborosan dan ketidakefisienan.
6.
Meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya.

(Amin Widaja Tunggal; 2001,24)
Adapun manfaat lain yang diperoleh dari adanya Audit Operasional, seperti yang dikemukakan oleh Nugroho Widjayanto dalam buku “Pemeriksaan Operasional Perusahaan” adalah sebagai berikut :

1.
Identifikasi tujuan, kebijakan, sasaran dan prosedur organisasi yang sebelumnya tidak jelas.

2.
Identifikasi kriteria yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat tercapainya tujuan organisasi dan menilai kegiatan manajemen.

3. Evaluasi yang independen dan objektif atas kegiatan tertentu.

4. Penetapan apakah organisasi tidak mematuhi prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan serta tujuan yang ditetapkan.

5. Penetapan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian manajemen.

6. Penetapan tingkat kendala dan kemanfaatan diberbagai laporan manajemen.

7. Identifikasi berbagai kesempatan dan mengurangi biaya atau hambatan dalam laba, mendorong pendapatan dan mengurangi biaya atau hambatan dalam organisasi.

8. Identifikasi berbagai tindakan alternatif dalam berbagai daerah kegiatan.
Standar pengukuran dalam audit operasional dapat berasal dari dua sumber yakni dalam perusahaan itu sendiri dan dari lingkungan industri dimana badan usaha itu berada. Standar dalam perusahaan dapat berupa tujuan, rencana, anggaran ataupun data-data kuantitatif (keuangan) sebelumnya. Sedangkan standar pengukuran yang berskala dari lingkungan industri perusahaan meliputi angka rata-rata industri, market share perusahaan, biaya per unit produk, serta persentase penjualan. Semua standar itu bukan merupakan standar yang obyektif karena itu pemeriksa harus menggunakan kemampuan profesional dan punya wawasan yang luas tentang hal berhubungan dengan penugasannya.
2.2.3 
Tujuan Audit Operasional

Tujuan audit operasional dalam buku “Audit Operasional ( Suatu Pengantar )”, adalah sebagai berikut :

1.
Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbaik dan operasi yang bersangkutan 

            2.
Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien

3. Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara atau alat untuk mencapai tujuan, apabila manajemen organisasi sendiri kurang pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien

4. Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dan pengelolaan

5. Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan kepada manajemen

6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggungjawab mereka.

( Amin Widjaja Tunggal;2001 ,12 )
2.2.4 Karakteristik Audit Operasional

Karakteristik audit operasional dalam buku “Audit Operasional                ( Suatu Pengantar )”, adalah sebagai berikut :

1. Audit operasional adalah prosedur yang investigatif.
2. Mencakup semua aspek perusahaan, unit dan fungsi.
3. Yang diaudit adalah seluruh perusahaan atau salah satu unitnya atau suatu fungsi atau salah satu sub klasifikasinya                          ( pengendalian persediaan, sistem pelaporan, pembinaan pegawai dan sebagainya ).

4. Penelitian dipusatkan pada presentasi atau keefektifan dari perusahaan atau unit atau fungsi yang diaudit dalam menjalankan misi, taanggungjawab dan tugasnya.
5. Pengukuran terhadap keefektifan didasarkan pada bukti atau data dan standar.
6. Tujuan utama audit operasional adalah memberikan informasi kepada pimpinan tentang efektif tidaknya perusahaan, suatu unit atau suatu fungsi.
 (Amin Widjaja Tunggal;2001,9)
Perbedaan Karakteristik antara Audit Keuangan dengan Audit Operasional :
	Karakteristik
	Audit Keuangan
	Audit Operasional

	Tujuan
	Menyatakan pendapat atas laporan keuangan
	Memberikan rekomendasi perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efektivitas perusahaan 

	Ruang Lingkup
	Data atau catatan keuangan
	Operasi atau fungsi

	Orientasi
	Masalah keuangan yang telah lalu
	Masalah operasional yang telah lalu, sekarang dan yang akan datang

	Pelaksanaan Audit
	Audit ekstern
	Audit ekstern maupun intern yang kompeten dan independen dalam bidang yang sedang diperiksa

	Standar Penilaian
	Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum
	Prinsip-prinsip dan praktek yang sehat dalam pengelolaan operasi

	Pemakai
	Umumnya adalah pihak ketiga     (pemegang saham, masyarakat) dan juga manajemen
	Pihak intern                       ( Manajemen )


2.2.5 Keterbatasan Audit Operasional

Audit operasional tidak dapat memecahkan semua masalah. Audit operasional tetap memiliki keterbatasan. Batasan utamanya adalah waktu, keahlian yang dibutuhkan dan biaya.

1. Waktu

Waktu adalah faktor yang lebih membatasi, karena pemeriksa harus memberikan informasi kepada manajemen dengan segera untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Karena itu penting kiranya diperhatikan  bahwa audit operasional perlu dilakukan secara teratur untuk menjamin permasalahan yang penting tidak menjadi ancaman dalam perusahaan.

2. Keahlian yang dibutuhkan

Kurangnya pengetahuan banyak dikeluhkan oleh para audit operasioanal. Adalah tidak mungkin bagi seseorang pemeriksa untuk mengetahui dan menguasai berbagai disiplin bisnis. Menurut aturannya auditor hanya lebih ahli dalam bidang pemeriksaan daripada dalam bidang nasabahnya karena bagian yang bersangkutan diperiksa oleh orang yang tidak ahli secara teknik, maka audit itu harus dibatasi pada kekurangan-kekurangan yang umum saja.

3. Biaya

Auditor harus selalu ingat bahwa biaya juga merupakan batasan pekerjaan. Auditor selalu mencoba untuk menghemat uang nasabahnya. Karenanya, biaya audit itu sendiri harus lebih kecil dari jumlah uang yang berhasil diperoleh perusahaan.ini berarti bahwa auditor harus mengabaikan situasi permasalahan yang lebih kecil yang mungkin dapat membutuhkan biaya jika diselidiki lebih lanjut. Untuk mempertimbangkan biayanya, beberapa perusahaan meminta auditor untuk menyajikan temuan-temuan nya dalam jutaan rupiah untuk setiap masalah yang berhasil diidentifikasikannya.   

2.2.6 Tahap-tahap Pelaksanaan Audit Operasional

Audit operasional memerlukan suatu kerangka tugas sebagai pedoman kerja. Karena tanpa adanya kerangka yang tersusun dengan baik, auditor akan banyak menghadapi kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya mengingat kegiatan dan struktur perusahaan saat ini semakin maju dan rumit.

Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Manajemen Audit suatu pengantar”, menguraikan Audit Operasional atau Audit Manajemen dalam lima tahap yaitu: 

1. Perencanaan

Audit ditunjuk oleh manajemen puncak. Manajemen auditor kemudian merencanakan pekerjaan untuk menyelesaikan tujuan yang diberikan. Bukti-bukti rencana tersebut didokumentasikan. Suatu survei pendahuluan merupakan prosedur umum yang dilakukan oleh auditor untuk mengenal operasi  yang diaudit. Auditor mungkin menggunakan daftar pertanyaan, flow  chart, tanya jawab, laporan manajemen, observasi dan pelaksanaan survei pendahuluan. Daftar pertanyaan terdiri dari pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang mempengaruhi efektivitas, efisiensi dan performa operasi. Auditor kemudian akan menilai jawaban yang diperoleh kemudian auditor mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat jawaban yang diterima.

2. Mengumpulkan bukti-bukti performa.

Tujuan mengumpulkan bukti-bukti adalah untuk mendapatkan dasar aktual dalam menilai kriteria performa yang sebelumnya diidentifikasi. Wawancara merupakan alat yang penting untuk mendapatkan bukti-bukti selama manajemen audit. Semakin baik hasil dari wawancarara ini semakin banyak bukti yang diperoleh. Seorang auditor yang baik tidak sekedar mengajukan pertanyaan, wawancara harus direncanakan dan sebanyak mungkin informasi diperoleh sebelum dilakukan wawancara. Orang yang diwawancarai harus dibuat seenak mungkin. pewawancara harus bijaksan dan menghindari untuk menyatakan tidak terhadap suatu pertanyaan.

Setelah wawancara selesai suatu memo perlu disiapkan untuk hal-hal penting yang mencakup dalam wawancara. Memo ini akan memperkuat bukti-bukti informasi yang diperoleh dari wawancara. Auditor akan mengumpulkan bukti yang diperoleh dalam suatu arsip. Bukti-bukti mungkin berupa   bentuk daftar yang berisi informasi yang diuji dan tembusan dokumen. Dengan menggambarkan formulir-formulir tersebut auditor harus mempunyai bukti dokumentasi untuk mendukung temuannya. 

Bukti dokumentasi ini disebut kertas kerja, dikumpulkan terutama dari sumber ekstern dan intern, seperti statistik industri dapat bermanfaat dalam penilaian efisiensi beberapa operasi. Kertas kerja dapat diorganisir berdasarkan sub unit dari usaha yang diaudit, urutan prosedur audit dilaksanakan ( seperti survei, pendahuluan, bukti ) atau setiap sistem logis yang mempertinggi pemahaman auditor terhadap pekerjaan yang dilakukan.

3. Analisis dan penyelidikan penyimpangan atau deviasi

Pada saat mengumpulkan bukti-bukti, auditor harus waspada untuk deviasidari kebijakan perusahaan dan performa yang tidak efektif dan efisien. Ia harus belajar membedakan deviasi yang tidak penting                 ( misalnya satu pesanan penawaran yang kecil yang sedikit melebihi kuantitas pesanan ekonomis ) dengan deviasi yang penting ( misalnya beberapa pesanan penawaran yang besar yang tidak dilakukan tender ). Deviasi masa lampau dapat atau tidak dikoreksi, akan tetapi auditor memberi perhatian terhadap perusahaan kalau pengaruh potensial deviasi berlangsung terus pada masa yang akan datang.

Analisis dan penyelidikan deviasi harus didokumentasikan dalam arsip auditor, karena mereka merupakan dasar unutk menentukan tindakan kreatif.

4. Menentukan tindakan kolektif

Setelah analisis dan penyelidikan suatu deviasi auditor harus menjawab dua pertanyaan yaitu :

· Tindakan korektif apa yang harus diambil.

· Apakah tindakan korektif dapat diterapkan.

Pertanyaan kedua sering paling sulit dijawab karena auditor perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan biaya atau manfaat, pengaruh terhadap moral karyawan dan konsistensi dengan kebijakan perusahaan yang lain.

Dalam contoh keamanan yang lemah dalam divisi riset dan pengembangan, suatu tindakan korektif yang mungkin adalah tidak memperbolehkan karyawan masuk ke daerah selama jam bukan usaha. Akan tetapi hal ini akan bertentangan dengan percobaan. Tindakan korektif lain yang mungkin adalah merekrut staf keamanan untuk menjaga 24 jam daerah tersebut. Hal ini akan mahal, tetapi mungkin akan dapat dipertimbangkan dalam beberapa kasus. Tindakan korektif ketiga yang mungkin adalah mengunci daerah dan tanda identifikasi diri yang memperbolehkan mereka memasuki daerah tersebut. Semua tindakan korektif yang diusulkan perlu didiskusikan dengan orang yang gteerlibat untuk mendapatkan ide dan kerjasamanya.

5. Melaporkan hasil audit 

Walaupun laporan formal dapat dianggap sebagai langkah terakhir dalam management audit atau audit operasional. Laporan informal harus dibuat selama audit. Sebagai contoh, apabila auditor menemukan suatu ketidakefisienan yang serius selama survei pendahuluan, ia harus diselidiki, dinilai dan dilaporkan segera daripada menunggu audit selesai.

Laporan formal biasanya termasuk :

1. Suatu konferensi dengan supervisor bagi divisi pada saat selesainya audit

2. Suatu laporan audit yang tertulis kepada departemen atau divisi yang termasuk temuan audit secara terinci dan rekomendasi, dan

3. Suatu laporan audit yang tertulis kepada manajemen puncak atau panitia audit dari dewan direksi dengan meringkasnya hanya temuan audit yang lebih signifikan dari rekomendasi.

2.2.7 Pelaksanaan Audit Operasional

Audit operasional dapat dilakukan oleh empat kelompok berikut :

1. Internal Auditor

Internal auditor adalah auditor yang dipekerjakan perusahaan sendiri untuk melaksanakan kegiatan audit internal. Banyak departemen audit internal yang melakukan kegiatan audit, baik audit operasional maupun audit atas laporan keuangan. Keuntungan dilaksanakannya audit operasional oleh audit internal adalah auditor internal dapat menggunakan seluruh waktu kerjanya untuk perusahaan yang sedang diperiksa, oleh karena itu mereka dapat mengembangkan pengetahuan tentang perusahaan dan segala permasalahannnya dimana hal itu sangat penting dalam pelaksanaan operasional yang efektif.

2. External auditor

Biasanya, penugasan pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa ekstern apabila perusahaan tidak memiliki staf internal auditor. Staf internal auditor tidak memiliki keahlian dalam area tertentu. Latar belakang pengetahuan tentang bisnis klien haruslah dimiliki oleh ekstern auditor sehingga diharapkan akan dapat memberikan informasi yang sangat berguna untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi operasional yang relevan kepada klien.

3. Government Auditors

Ruang lingkup government auditors menurut BPKP adalah :

a. Keuangan dan ketaatan

b. Kehematan dan efisiensi

c. Hasil program

4. Independent Auditors

Para praktisi individual ( anggota Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien ), klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, nirlaba, badan pemerintahan maupun individual perorangan. Disamping itu, auditor juga menjual jasa lain berupa konsultasi pajak, konsultasi manajemen, penyusunan sistem akuntansi dan jasa-jasa lainnya.

2.2.8 Program Kerja Audit Operasional

Kegiatan pemeriksaan sangat membutuhkan pengelolaan yang baik,  karena pemeriksaan sama dengan kegiatan-kegiatan lain yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu dimana untuk dapat mencapainya diperlukan berbagai cara atau usaha, baik berupa perencanaan, pemeriksaan maupun pengendaliannya. Dengan kata lain setiap tugas pemeriksaan yang akan dilaksanakan akan menjadi tekendali dalam pelaksanaan apabila ada suatu perencanaan yang matang sebelumnya. 

Dalam melakukan pemeriksaan audit ini digunakan prorgam kerja yang membuat rencana tugas yang disusun berdasarkan tujuan-tujuan, prosedur-prosedur informasi yang tersedia mengenai kegiatan yang akan diperiksa.

Program kerja pemeriksaan mengandung dua bagian pokok, yaitu :

1. Penyataan tujuan

Dalam bagian pokok ini biasanya diterangkan dengan jelas mengenai :

a. Permasalahan yang akan dihadapi

b. Tiap perbaikan yang diharapkan dapat dicapai

2. Langkah-langkah kerja

Dalam bagian kedua ini biasanya dimuat beberapa langkah khusus yang harus dilaksanakan adalah pemeriksa.

Program kerja pemeriksaan dan dipakai secara fleksibel terhadap langkah-langkah kerja yang harus diambil manfaat yang dapat diperoleh dari suatu program kerja dengan baik adalah :

1. Program kerja pemeriksaan merupakan landasan suatu perencanaan yang sistematis tentang setiap bagian kegiatan yang dapat dikomunikasikan kepada semua pejabat dan anggota staf yang bersangkutan.

2. Program kerja pemeriksaan merupakan landasan yang sistematis guna memberi tugas kepada para pemeriksaan serta tenaga pemeriksa.

3. Dengan program kerja pemeriksaan para petugas pengawas serta pemeriksa dimungkinkan untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana-rencana yang disetujui serta dengan patokan-patokan dan juga persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.

4. Program kerja pemeriksaan memberi bantuan materi untuk melatih staf yang belum berpengalaman serta membiasakan mereka dengan ruang lingkup, tujuan serta langkah-langkah serta kegiatan pemeriksaan.

5. Program kerja pemeriksaan membantu kelompok-kelompok pemeriksa untuk mengenal sifat beberapa pekerjaan yang telah disediakan sebelumnya.

6. Program kerja pemeriksaan merupakan bantuan bagi pengawas mengurangi kegiatan pengawas langsung yang perlu dilakukan.

2.2.9
Laporan Audit

Hasil akhir audit operasional adalah suatu laporan formal tertulis kepada manajemen perusahaan. Laporan harus merincikan berbagai masalah yang ditemui secara cermat, jelas, ringkas, lengkap, tepat waktu serta bernada tepat, maksudnya laporan harus sopan, objektif penuh pemikiran dan tidak memihak atau menonjolkan kesalahan perorangan.

Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditor. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit bahan baku.

2.3
Struktur Pengendalian Intern

2.3.1
Pengertian Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern merupakan alat bantu manajemen untuk melaksanakan fungsi pengawasan, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat reprensif. Fungsi ini penting artinya bagi penilaian dan tindak perbaikan atas pelaksanaan kerja yang telah dilakukan pengendalian intern pada manajemen bahwa apa yang dilakukan dan dilaporkan bawahan itu benar dan dapat dipercaya.

Menurut  buku “Auditing“, definisi Struktur pengendalian intern adalah sebagai berikut :

“Struktur pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan komisaris, Manajemen dan personal lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tiga golongan tujuan berikut :

1. Keandalan laporan keuangan

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

3. Efektivitas dan efisiensi operasi”.

(Mulyadi;2002,180)

Pendapat yang dikemukan oleh George H Bodnar dalam bukunya yang berjudul “ Sistem Informasi Akuntansi “, yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf mengenai pengertian Struktur Pengendalian Intern adalah sebagai berikut :

“ Struktur pengendalian intern perusahaan terdiri dari kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai “.

Dari kedua pengertian tersebut diatas mengenai struktur pengendalian intern dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Struktur pengendalian intern merupakan suatu proses. Struktur pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

2. Struktur Pengendalian Intern dijalankan oleh orang. Struktur pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh setiap orang, setiap jenjang organisasi, yang mencakup Dewan komisaris, Manajemen dan Personal lain.

3. Struktur pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan Dewan Komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua struktur pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan. Pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

2.3.2
Unsur-unsur Struktur Pengendalian Intern

Menurut buku “Auditing“, unsur-unsur struktur pengendalian intern adalah sebagai berikut : 

“Pengendalian-pengendalian dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam lima unsur dasar, yaitu :

1. Control Environment ( Lingkungan Pengendalian )

2. Risk Assesment ( Penilaian Resiko )

3. Control Activities ( Aktivitas Pengendalian )

4. Information and Communication ( Informasi dan Komunikasi )

5. Monitoring ( Pemantauan )

(Mulyadi; 2002,183-185)

Kelima dasar elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.
Control Environment ( Lingkungan Pengendalian )

Lingkungan pengendalian merupakan elemen utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum elemen-elemen lainnya dapat dimanfaatkan. Tanpa adanya efektivitas lingkungan pengendalian, elemen-elemen lainnya itu cukup memadai.

Esensi dari organisasi yang dikendalikan dengan efektif terletak pada sikap manajemen, dimana apabila manajemen memperhatikan dengan sungguh-sungguh pula untuk mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Lingkungan pengendalian terdiri dari semua tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap dari manajemen pemilik perusahaan terhadap sub-sub elemen yang penting dari lingkungan pengendalian, yaitu adanya :

a.
Nilai Integritas dan Etika

Efektivitas struktur pengendalian intern bersumber dari dalam diri orang yang mendesain dan melaksakannya.

b.
Komitmen terhadap kompetensi

Untuk mencapai tujuan entitas, personal di setiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.

c.
Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, jika penunjukan auditor dilakukan oleh manajer puncak, kebebasan auditor dapat tampak berkurang dipandang dari sudut pemegang saham.

d.
Filosofi dan Gaya Operasi

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar C basis belief’s, yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan.

e.
Struktur Organisasi

Orang bergabung dalam suatu organisasi dengan maksud utama untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak dapat dicapainya dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Struktur organisasi memberikan kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas entitas.

f.
Pembagian Wewenang dan Pembebanaan Tanggungjawab

Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki utnuk mencapai tujuan organisasi.

g.
Kebijakan dan Praktik Sumber Daya

Jika suatu perusahaan memiliki kemampuan yang kompeten dan jujur, unsur struktur pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas minimun dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat dihandalkan.


2.
Risk Assesment ( Penilaian Resiko )

Manajemen perusahaan harus memiliki risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam melaksanakan operasi perusahaannya. Penilaian ini kemudian dimasukan sebagai salah satu aspek yang harus terpenuhi dalam pembentukan pengendalian intern yang diharapkan dapat memperkecil risiko-risiko tersebut.

3.
Control Activities ( Aktivitas Pengendalian )

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen untuk memenuhi tujuan perusahaan. Lazimnya aktivitas pengendalian dapat dibagi menjadi lima kategori sebagai berikut :

a. Pemisahan tugas yang memadai, untuk mendukung pengendalian intern yang memadai perlu adanay pemisahan tugas / fungsi dari masing-masing pegawai dalam perusahaan, sehingga pertanggungjawaban atas semua aktivitas operasi perusahaan menjadi jelas.

b. 
Otorisasi yang memadai atas transaksi dan aktivitas

Setiap transaksi dalam perusahaan harus diotorisasi dengan memadai. Otorisasi ini merupakan indikasi adanya sikap manajemen yang menginginkan tercapainya tujuan struktur pengendalian intern itu sendiri. Otorisasi diwujudkan dalam bentuk proses persetujuan atas sikap transaksi.

c.      Dokumen dan catatan yang memadai

Dokumen dan catatan yang memadai merupakan objek fisik dari suatu proses operasi tertentu ( misalnya proses komputerisasi ). Dokumen dan catatan harus dikelola dengan memadai sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh aktivitas perusahaan dikendalikan dengan benar, sehingga serta seluruh transaksi telah dibukukan dengan benar pula.

d.      Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan perusahaan

Ukuran di suatu perlindungan untuk mengamankan aktiva dan catatan perusahaan yang paling utama adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisik.

e. 
Pengecekan independen atas pelaksanaan operasi perusahaan

Kebutuhan akan pengecekan independen meningkat karena pengendalian intern cenderung untuk berubah bila tidak diatasi secara seksama.

4.
Information and Communication ( Informasi dan Komunikasi )

Fungsi informasi dan komunikasi adalah untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, mengklasifikasiakn, mencabut dan melaporkan transaksi serat mengelola accountability dari aktivitas perusahaan. Fungsi ini harus mendukung tujuan pengendalian intern, dimana dalam sistem informasi dan komunikasi harus mencakup tanggungjawab yang diartikan dengan hasil-hasil serta kebijakan dan prosedur tertulis.

5.
Monitoring ( Pemantauan )

Fungsi ini, fungsi pemeriksaan intern yang merupakan elemen monitoring dari pengendalian intern, dalam suatu organisasi, dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen pengendalian intern lainnya. Fungsi ini ditujukan untuk memberikan penilaian yang bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran kepada manajemen.

Kelima unsur pengendalian intern tersebut, merupakan suatu kesatuan yang melekat, membentuk struktur pengendalian intern yang baik. Bila salah satu unsur tersebut tidak ada maka pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat terwujud.

Pengendalian intren dapat terselenggara dengan baik apabila ditunjang oleh unsur-unsur pendukung. Adapun elemen-elemennya yaitu :

1. Adanya stuktur organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi dan pekerjaan yang harus dipisahkan antara lain :

· Fungsi penguasaan atau operasi

· Fungsi pencatatan 

· Fungsi penyimpangan

· Fungsi pengawasan

Dengan adanya pemisahan fungsi berbagai bagian maka hnaya akan melaksanakan fungsinya sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Selain pemisahan fangsi yang perlu dipisahkan juga adalah pekerjaannya jika ada penggabungan pekerjaan dalam arti berbagai pekerjaan ditangani oleh seseorang akan menghilangkan ketelitian atas hasil pekerjaan tersebut. Pada perusahaan kecil, fungsi-fungsi tersebut dapat digabungkan pada batas-batas yang masih dapat dikendalikan secara efisien. Dengan adanya pemisahan fungsi yang menggambarkan adanya pembagian wewenang dan tanggungjawab akan mempermudah menciptakan kegiatan internal dengan teliti dan lebih tepat. 

       2.
   Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan

Salah satu cara untuk pengendalian harta, utang, pendapatan dan biaya adalah melalui pemberian wewenang kepada semua pejabat yang berada pada struktur organisasi sampai batas-batas kewajaran. Setiap transaksi harus dilaksanakan melalui sistem dan prosedur yang telah ditetapkan .

3.
   Adanya unsur pelaksanaan yang wajar

Untuk menjamin terlaksananya dalam kegiatan perusahaan yang sehat maka kerjasama perlu ditingkatkan tetapi pada batas-batas yang sehat dan tidak mengarah pada kerjasama yang sehat dan merugikan perusahaan. Agar dapat menciptakan setiap petugas yang terlibat dalam sistem dan prosedur sebaiknya harus ditingkatkan suatu perencanaan yang mendorong mereka untuk memiliki :

· Perasaan turut berpartisipasi

· Rasa turut bertanggungjawab

· Rasa turut mengamankan dan memelihara.

4. Adanya unsur kualitas pegawai

Struktur pengendalian intern akan berfungsi dengan baik jika petugas pelaksanaannya memiliki kecakapan berdasarkan pengalaman dan pendidikan dengan kualitas yang sesuai dengan tugasnya. Untuk menghindari hal tersebut maka calon pegawai harus diseleksi denagn seksama untuk menjaga agar orang-orang tertentu saja yang bisa diterima dan dipekerjakna pada bidang tertentu.

      5.
Adanya suatu pengawasan intern


Pengawasan intern sangat penting peranannya sebab tugasnya mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penyimpangan. Bagi pengawasan intern berfungsi melaksanakan tindakan pengawasan secara fisik antara lain :

a. Mengamankan harta kekayaan melalui pemeriksaan fisik

b. Mengevaluasi peraturan yang berlaku

c. Menilai apakah sistem dan prosedur yang berjalan sekarang sudah berjalan sesuai dengan ditetapkan sebelumnya.

Jadi peranan pengawasan intern akan berusaha menemukan dan melaporkan berbagai temuan pada pimpinan untuk selanjutnya diambil tindakna perbaikan. Maka kegiatan intern yang dilaksanakan terus menerus dalam suatu perusahaan akan memberi fungsi Auditability.
2.3.3 Tujuan Struktur Pengendalian Intern.
Menurut buku Standar Profesional Akuntan Publik, definisi Struktur pengendalian intern adalah sebagai berikut :

“Struktur pengendalian intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan terkoordinasikan yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengevaluasi kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.”

(IAI;2001,319.1)

Dari definisi diatas, maka tujuan struktur pengendalian intern dapat disimpulkan sebagai berikut :
“1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi.

  2.
Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan   pembukuannya.

  3. Untuk meningkatkan efisiensi usaha.
  4.
Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan”.

Penjelasan dari keempat tujuan struktur pengendalian intern diatas adalah sebai berikut :

a.   Untuk menjamin kebenaran data akuntansi

Berbagai jenis informasi akuntansi digunakan oleh manajemen untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang penting. Oleh karena itu manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatan dan kebenarannya dalam melaksanakan operasi perusahaan.

b.   Untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan

Harta perusahaan perlu diamankan dari segala kemungkinan yang akan merugikan perusahaan berupa pencurian, penyelewengan, kecurangan dan lain-lain, baik secara fisik maupun administratif. Hal yang sama juga berlaku untuk harta perusahaan yang tidak nyata seperti perkiraan piutang, dokumen penting, surat berharga dan laporan keuangan . oleh karena itu, struktur pengendalian intern disini berfungsi untuk mencegah ataupun menemukan harta yang hilang dan untuk membuat catatan pembukuan yang tepat.

c.    Untuk meningkatkan efisiensi usaha

Pengendalian dalam suatu perusahaan adalah alat untuk mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha, serta untuk mengurangi adanya pemakaina sunber-sumber dana yang tidak efisien.

d. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan.

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan atau keyakinan akan ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut oleh seluruh pegawai perusahaan.

Menurut buku lain yang berjudul “Auditing“ mengenai tujuan Struktur Pengendalian Intern adalah sebagai berikut :

1. Keandalan laporan keuangan

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

3. Efektivitas dan efisiensi operasi.
( Mulyadi;2002,180-181)

Dengan demikian pengertian uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari struktur pengendalian intern adalah untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan manajemen, untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh manajemen dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan.
Pengendalian intern dilakukan dalam suatu perusahaan juga ditujukan untuk mengurangi terjadinya penyelewengan, pencurian, penggelapan dan kesalah-kesalahan. Jadi pengendalian intern bukan ditujukan untuk menghilangkan hal-hal tersebut diatas.

2.3.4    Keterbatasan Pengendalian Intern.

Walaupun pengendalian intern telah ditetapkan dalam perusahaan, bukan berarti penyelewengan atau kesalahan tidak akan terjadi lagi. Hal ini terjadi karena pengendalian intern mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan tidak berfungsinya sistem pengendallian intern sebagaimana mestinya, dengan kata lain kondisi yang ada tidak sama dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Keterbatasan tersebut melekat dalam setiap pengendalian intern, dalam buku ”Auditing” menyebutkan  sbb :

  1. Kesalahan dalam Pertimbangan

  2. Gangguan

  3. Kolusi

  4. Pengabaian oleh manajemen

  5. Biaya lawan manfaat.

(Mulyadi;2002,182)

Penjelasannya sebagai berikut :
1. Kesalahan dalam pertimbangan



Yaitu kesalahan yang seringkali dilakukan baik itu oleh manajemen atau personel lain dalam mempertimbangkan keputusan dalam bisnis yang dilaksanakan karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2. Gangguan



Gangguan dalam pengendalian internal yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena suatu kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.

3. Kolusi



Kolusi yaitu tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan satuan usaha dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.
4. Pengabaian oleh manajemen. 



Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

5. Biaya lawan manfaat.



Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kualitatif dan kuantitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.
Adapun menurut buku ”Sistem Informasi Akuntansi I”, adalah sebagai berikut :

1. Kolusi, yaitu kerjasama yang tidak sehat.
2. Mental, yaitu personil yang bermental tidak baik.
3. Biaya, yaitu biaya tenaga kerja dan alat-alat yang mungkin akan memberatkan perusahaan dalam menerapkan struktur pengendalian intern.





(La Midjan dan Azhar Susanto;1999,57)

Melihat kutipan tersebut diatas jelaslah bahwa pengendalian intern selalu mempunyai keterbatasan atau kelemahan-kelemahan yang menyebabkan tidak tercapainya sistem pengendalian intern yang memadai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern bukan dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadi kecurangan dan kesalahan, melainkan untuk mengurangi terjadinya hal-hal tersebut semaksimal mungkin dan walaupun tetap terjadi dapat diketahui dan diatasi dengan segera.

2.3.5
Pengertian Efektivitas
Adapun pengertian efektivitas menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Menurut buku “Auditing Pendekatan Terpadu“, definisi Efektivitas adalah sebagai berikut :

“Menilai apakah suatu lembaga / organisasi telah memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam mencapai standar kelayakan yang mengacu kepada pencapaian suatu tujuan“.







(Amir Abadi Yusuf 1999 : 817 )

2. Menurut buku “Sistem Pengendalian Manajemen“, definisi Efektivitas adalah sebagai berikut :

“Hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang harus dicapainya, semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut“.







(Agus Maulana;2000,203)

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan derajat dimana tujuan organisasi telah tercapai.

2.4       Penjualan

Penjualan merupakan suatu kekuatan yang penting dalam perusahaan, karena tanpa hasil penjualan barang-barang atau jasa yang cukup, perusahaan tidak akan berhasil dalam mencapai laba. Perhatian perusahaan biasanya terpusat kepada hasil penjualan sebelum kepada persoalan-persoalan lain, namun jumlah hasil penjualan terkadang merupakan suatu alat ukur yang keliru, karena keberhasilan perusahaan diukur bukan hanya dari hasil penjualan, tetapi dari kemampuan hasil penjualan tersebut memperoleh laba.

2.4.1 Pengertian Penjualan

Penjualan dapat diartikan pemberian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Penjualan juga merupakan salah satu sumber pendapatan perusahaan, semakin besar penjualan, maka semakin besar pula pedapatan yang diperoleh perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Selain itu, penjualan juga merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pembeli yang mengkonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan. 


Menurut buku “Manajemen Pemasaran”, definisi penjualan adalah sebagai berikut:

“Penjualan adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan ingimn menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.”

(Roni A. Rusty; 2000,8)

Menurut definisi lain dalam buku ”Manajemen Pemasaran”, adalah sebagai berikut:

“Penjualan adalah sistim keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan ,kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial”.

(Basu Swastha;2001,7)


Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah suatu pengalihan atau pemindahan hak pemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pihak pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan kepada pihak penerima barang atau jasa sebagai timbal balik atas penyerahan tersebut.


Untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, aktivitas penjualan perlu direncanakan dengan baik terlebih dahulu. Dalam perencanaan penjualan harus diperhatikan kondisi perusahaan (kemampuan untuk memproduksi atau memasarkan) artinya untuk dapat mencapai rencana volume penjualan, haruslah selalu memperhatikan keadaan perekonomian dimasa mendatang, dan dalam hal ini bagian penjualan harus selalu diikut sertakan dalam penentuannya. Secara sederhana, transaksi penjualan dapat dilihat sebagai proses pertukaran seperti pada gambar berikut:





    Barang/ jasa










Uang

Gambar 2.1 Transaksi penjualan
2.4.2 
Tujuan Penjualan


Tujuan umum yang dimiliki oleh perusahaan menurut Winardi dalam bukunya “Pengantar Manajemen” adalah sebagai berikut:

  1.  Mencapai volume penjualan tertentu.

  2.  Mendapatkan laba maksimum dengan modal sekecil-kecilnya.

  3. Mempertahankan kelangsungan hidupnya terus-menerus (going       Concern).

  4.  Menunjang pertumbuhan perusahaan.

Tetapi dalam upaya mencapai tujuan tersebut sebelumnya harus mempunyai sasaran dan misi tertentu,dengan sasaran dan misi inilah tujuan perusahaan dapat dicapai. Tanpa adanya sasaran tidak mungkin tujuan dapat tercapai. 


Sasaran-sasaran itu menurut Winardi dalam bukunya “Pengantar Manajemen” adalah:

  1. Sasaran memenuhi tujuan berikut dalam sebuah organisasi

  2.
Sasaran memenuhi gambaran kepada orang lain dalam sebuah organisasi

  3.
Sasaran memberikan konsistensi dalam hal pengambilan keputusan antara   sejumlah besar manajemen yang berbeda.

  4. Sasaran memberikan dana untuk menyusun perencanaan spesipik

  5. Sasaran merangsang pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan

  6.
Sasaran mengerjakan landasan untuk tindakan korektif serta pengawasan.
Dengan tercapainya sasaran tersebut maka kemungkinan besar tujuan dari penjualan dapat tercapai.

2.4.3
Kebijakan Penjualan

Kebijakan penjualan merupakan peraturan-peraturan umum yang digariskan oleh pihak manajemen guna membantunya dalam hal merumuskan berbagai macam masalah. Menurut Winardi dalam bukunya “Pengantar Manajemen” diantaranya sebagai berikut:

a. Strategis – strategis penjualan.
b. Menggariskan tugas penjualan. 

c. Menugaskan tenaga penjualan.

2.4.4 Aktivitas Penjualan 

Siklus kegiatan penjualan secara tunai dalam suatu perusahaan lebih sederhana dibandingkan dengan siklus kegiatan penjualan secara kredit. 
Siklus bagian penjualan tunai meliputi :

1. Bagian Order Penjualan

Dalam transaksi penjualan bagian ini berfungsi untuk menerima surat pemesanan dari pembeli, mengedit pesanan dari langganan untuk menambah informasi yang belum ada pada surat pesanan tersebut ( seperti spesifikasi barang dan rute pengiriman), meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan dari gudang mana barang akan dikirim, serat mengisi surat order pengiriman dan juga membuat faktur penjualan sebagai tembusan pada waktu barang ini membuat surat order pengiriman.

2. Bagian Prosedur Penerimaan Kas

Bagian ini melayani pembeli yang membayar produk sesuai dengan yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. Prosedur penerimaan kas terdiri dari :

a. Menulis data mengenai jumlah uang yang diterima .

b. Menghitung jumlah uang tunai yang diterima.

c. Membandingkan jumlah harga yang dibayar oleh pembeli yang tercantum dalam faktur penjualan tunai dengan jumlah uang tunai yang diterima.

3. Bagian Penyerahan Barang.

Digunakan untuk melayani pengambilan barang oleh pembeli yang telah melakukan pembayaran ke bagian kasa. Kegiatan krerikal yang dilakukan oleh bagian penyerahan barang adalah :

a. Menulis data mengenai penyerahan barang dengan cara membubuhkan cap “sudah diambil pada faktur penjuan tunai”.

b. Membandingkan jenis barang yang tecantum dalam faktur penjualan tunai yang diterima dari bagian penjualan dengan jenis barang yang tercantum dalam faktur penjualan tunai yang diterima oleh pembeli.

4. Bagian Pencatatan Penjualan

Bagian ini berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan ke dalam buku jurnal penjualan. Prosedur pencatatan penjualan terdiri dari kegiatan klerikal berikut ini:

a. Menulis data tanggal penjualan, jenis kode, kuitansi, harga satuan dan harga total dalam jurnal penjualan.

b. Membandingkan jumlah harga yang harus dibayar oleh pembeli yang tercantum dalam faktur penjualan tunai dengan jumlah uang tunai yang diterima oleh bagian penerimaan kas sesuai dengan bukti.

c. Memberikan kode rekening buku besar yang harus didebit dan dikredit akibat transaksi penjualan tersebut.

5.    Bagian Akuntansi

Bagian ini mencatat bukti setor yang diterima dari bagian penerimaan ke dalam buku jurnal penerimaan kas. Dengan demikian prosedur pencatatannya terdiri dari kegiatan klerikal berikut ini :

a. Membandingkan jumlah rupiah yang tercantum dalam bukti setor dengan jumlah rupiah yang tercantum dalam faktur penjualan tunai.

b. Menulis data tanggal penerimaan kas, sumber penerimaan kas dan total kas yang disetor ke bagian dalam jurnal penerimaan kas.

c. Memberi kode rekening buku besar yang harus didebit dan dikredit akibat transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai tersebut.

6.   Bagian Rekonsiliasi Bank

Bagian ini digunakan untuk mengawasi penerimaan kas dan penyetoran kas bank. Bagian ini dilakukan oleh bagian pemeriksa intern prosedur rekonsiliasi bank yang terdiri dari :

a. Membandingkan jumlah rupiah yang tercantum dalam pita register kas harian dengan bukti setor.

b. Membandingkan informasi yang tercantum dalam rekening koran bank dengan catatan kas yang diselenggarakan oleh bagian akuntansi.

Siklus Penjualan Kredit, sebagai berikut :

1. Bagian Pesanan Penjualan

Bagian ini bertanggungjawab atas kegiatan pemrosesan dan pelayanan pesanan dari pelanggan serta pengelolaan atas setiap pesanan yang diterima untuk suatu pesanan yang diterima akan dibuat catatan dalam suatu formulir yang diarsipkan sehingga suatu formulir yang dikeluarkan dapat segera dimonitor penggunaannya. Pada saat bagian ini akan menutup catatan mengenai pesanan ini. Bila ternyata pesanan baru dipenuhi sebagian, maka akan dilakukan proses back order, dimana dibuat catatan pengiriman barang yang baru untuk barang-barang yang belum dikirim.

2.   Bagian Persetujuan Kredit

Karena penjualan diluar penjualan tunai biasanya dilakukan secara kredit, maka biasanya diperlukan suatu persetujuan kredit sebelum suatu pesanan terpenuhi. Satu lembar dari pesanan penjualan akan dikirimkan ke bagian kredit untuk memperoleh persetujuan. Dari saldo kredit dan batas kredit setiap pelangga ynag tercatat dalam kartu piutang dapat diketahui apakah kepada pelanggan bersangkutan dapat diberikan kredit yang diajukan.

3. Bagian Faktur

Faktur yang dibuat setelah barang yang dikirimkan dengan memberitahukan kegiatan ini ke departemen penagihan karena faktur dibuat setelah pengiriman, pengorderan, dan penagihan terpisah ini disebut post billing.

Dalam menjurnal dan memposting harus dipertimbangkan faktor-faktor antara lain jumlah pegawai dan susunan organisasi dalam bagian akuntansi, jumlah rekening diklasifikasikan serta jenis frekuensi tiap-tiap transaksi. Atas dasar mengenai pencatatan penjualan yang telah dibuat melalui jurnal diposting maka dapatlah dibuat suatu laporan tentang hasil penjualan. Laporan penjualan untuk suatu perusahan berbeda tergantung situasi dan kebutuhan pimpinan, laporan dapat dibuat perhari, perminggu, perbulan maupun pertahun.

4.   Bagian Pengiriman

Tanggungjawab utama dari bagian ini adalah mengawasi agar tidak terdapat barang yang keluar seijin pihak yang berwenang. Otorisasi yang diperlukan dalam prosedur ini dapat berupa formulir pesanan penjualan yang telah diseleksi, salinan faktur penjualan dan atau memo debet untuk merekrut barang. Apapun jenis otorisasi yang digunakan perusahaan, harus diberi nomor urut yang akan membantu bagian akuntansi dalam melakukan pencatatan setiap pengeluaran barang.

5.    Bagian Penagihan

Bagian ini merupakan seksi dari bagian akuntansi yang berfungsi untuk mempersiapkan faktur bagi pelanggan. Dalam penyusunan faktur yang formulirnya telah dipranomori, barang yang dikirimkan harus ditulis harganya dan dihitung totalnya. Juga harus diperhitungkan persyaratan yang disetujui untuk pesanan tersebut.

6.    Bagian Piutang

Bagian ini akan membukukan faktur-faktur penjualan yang diterimanya ke perkiraan masing-masing pelanggan, kemudian menjumlahkan totalnya yang dicek dengan mesin hitung yang diterima dari bagian penagihan. Disini, semua faktur harus dapat dipertanggungjawabkan.

2.4.5 Klasifikasi Penjualan
Ada beberapa macam transksi penjualan dalam buku “Sistem Informasi Akuntansi I” dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Penjualan secara tunai yaitu penjualan yang bersifat cash and carry pada umumnya terjadi secara kontan. Dapat pula terjadi pembayaran selama 1 bulan dianggap kontan.

2. Penjualan secara kredit yaitu penjualan dengan tenggang waktu rata-rata diatas 1 bulan.

3. Penjualan secara tender yaitu penjualan yang dilaksanakan melalui persetujuan tender untuk memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut untuk memenangkan tender selain harus memenuhi berbagai prosedur yaitu pemenuhan dokumen tender berupa jaminan tender ( Bidbond ) juga harus dapat bersaing dengan pihak yang lainnya.

4. Penjualan Ekspor yaitu penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli yang mengimpor barang dari suatu badan usaha dalam negeri.

5. Penjualan secara konsinyasi yaitu menjual barang secara “tititpan” kepada pembeli sebagai penjual. Apabila barang tersebur tidak laku, maka akan dikembalikan ke penjual.

6. Penjualan melalui grosir yaitu penjualan yang tidak langsung kepada pembeli tetapi melalui pedagang. Grosir berfungsi menjadi perantara antara pihak pabrik atau importir dengan pedagang atau toko eceran.

(La Midjan;2001,174)
2.4.6 Struktur Pengendalian Intern Penjualan

Aktivitas penjualan sangat erat hubungannya dengan tujuan perusahaan sehingga menjadi pusat perhatian yang utama karena dengan adanya aktivitas penjualan ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin dan berkesinambungan serta perusahaan dapat dapat mempertahankan kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan harus melaksanakan pengendalian intern secara konsisten terhadap semua aktivitas operasional perusahaan dalam hal ini menyangkut penjualan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yang kaitannya dengan pengendalian intern penjualan sebagai berikut :

1. Aktivitas dan fungsi penjualan harus dipisahkan, yang terdiri dari :

a. Aktivitas Penerimaan Order

b. Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran barang

c. Aktivitas Pembuatan Order

d. Aktivitas Pencatatan Penjualan

Agar dapat menciptakan struktur pengendalian intern penjualan yang baik maka fungsi-fungsi tersebut dipisahkan menjadi beberapa bagian, yaitu :

a. Fungsi Penerimaan order dan fungsi pembuatan faktur berada di bagian penjualan

b. Fungsi Pengeluaran dan Pengiriman barang berasda pada bagian gudang

c. Fungsi Pencatatan Penjualan berada pada bagian akuntansi dan piutang

d. Fungsi Penerimaan uang pada bagian kas

2. Pengiriman Penjualan dilaksanakan berdasarkan surat pesanan.

3. Semua penjualan secara kontan maupun kredit harus ditangani dengan baik pelaksanaannya dan harus segera dicatat dengan teliti dan tepat.

4. Semua penyerahan barang melalui penjualan harus diawasi dengan baik, siapa yang mengeluarkan dan siapa yang menerima. Hal ini untuk menghindari kerugian akibat kecurangan atau pencurian.

5. Pengembalian barang atau retur penjualan harus dengan persetujuan kedua belah pihak ( pembeli dan penjual ) untuk menghindari penyelewengan ataupun kesalahan-kesalahan lainnya.

6. Pada penjualan secara kontan harus ada pemisahan antara bagian yang menangani penjualan dengan penerimaan uang dan kas . atas penjualan yang kontan mutasinya cukup banyak ini perlu dibantu dengan kas register.

2.5  Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Struktur  Pengendalian Intern Penjualan

Audit operasional terhadap pengendalian penjualan adalah penilaian yang sistematik dan menyeluruh terhadap suatu kegiatan operasi penjualan. Tujuan utama dari dilakukannya audit operasional terhadap penjualan adalah untuk meyakinkan telah adanya pengendalian yang memadai terhadap penjualan. Dalam proses audit, kekuatan maupun kelemahan perlu diidentifikasikan, kekuatan mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut, sedangkan kelemahan mungkin masih bisa diperbaiki. Jika hal-hal yang disebut diatas dapat dihindari, maka audit operasional akan penjualan dapat lebih efektif.

Titik awal dalam melakukan audit operasional atas penjualan adalah dengan cara melaksanakan tahapan-tahapan audit operasional tersebut terdapat penelaahan dan penilaian suatu organisasi untuk menentukan beberapa hal yang harus diungkapkan diantaranya penyimpangan dan kekurangan yang terdapat di bagian penjualan. Peranan audit operasional tidak dapat terlibat pada aktivitas penjualan tetapi peran audit operasional adalah sebagai alat pengendalian penjualan.

Menurut Nugroho Widjayanto dalam bukunya “Pemeriksaan Operasional Perusahaan”, tujuan dilakukannya audit atas penjualan adalah :

1. Menilai kegiatan penjualan.

2. Mendeteksi adanya kelemahan dalam kegiatan penjualan serta mencari upaya penanggulangannya.
3. Mencari alternatif dalam usaha meningkatkan efektivitas penjualan.
4. Mengembangkan rekomendasi bagi penanggulangan kelemahan dan peningkatan kelemahan.
Dengan demikian pengendalian dapat dikatakan efektif jika tidak terdapat permasalahan yang cukup materil atau signifikan didalam melaksanakan aktivitas penjualan. Dan jika kriteria audit operasional memuaskan maka akan mendorong pelaksanaan aktivitas penjualan.
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